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INFO ARTIKEL  ABSTRAK 

  

 

 

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik untuk mencatat 

dan menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan usaha 

untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan publik. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana 

alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja 

keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Sampel 

yang digunakan sebanyak 9 SKPD di Kabupaten Lumajang 

selama periode 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan 

bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lumajang. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lumajang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

Kata Kunci : dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan 
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  ABSTRACT 

   

Public sector accounting is a technical mechanism for recording 

and analyzing financial transactions related to efforts to produce 

useful public goods and services to meet public needs. The 

purpose of this study was to determine the effect of general 

allocation funds, special allocation funds and local revenue on the 

financial performance of the Lumajang Regency Government. The 

sampling technique in this research is purposive sampling. The 

sample used was 6 SKPD in Lumajang Regency during the 2016-

2019 period. The data analysis technique used is multiple linear 

regression analysis. The results show that the general allocation 

fund has a positive significant effect on the Financial 

Performance of the Lumajang Regency Government. The Special 

Allocation Fund has a significant positive effect on the Financial 

Performance of the Lumajang Regency Government. Regional 

Original Income (PAD) has a significant positive effect on the 

Financial Performance of the Lumajang Regency Government. 

 

Keywords: general allocation fund, special allocation fund, local 

revenue and financial performanc 
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PENDAHULUAN  

Sebagai Negara kesatuan, Indonesia memiliki daerah-daerah yang mana menjadi bagian dari 

kesatuan Indonesia dimana setiap daerah tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

pemerintahan. Setiap daerah yang disebut dengan daerah otonom diberikan hak dan wewenang 

oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.  

 

Otonomi daerah#di berlakukan di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan#daerah. Pada tahun 2004, undang–undang tersebut dianggap tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan#!otonomi 

daerah#!sehingga digantikan dengan undang – undang nomor 32 tahun 2004 hingga saat ini 

mengalami#!beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan#!undang–undang nomor 12 tahun 2008 

tentang perubahan kedua atas undang–undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan 

kemampuannya dalam#melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Dalam#sudut 

pandang keuangan negara, otonomi daerah memberikan kewenangan yang#besar kepada 

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan mengelola sumber – sumber 

keuangan. Keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya sepenuhnya 

diserahkan#kepada pemerintah daerah. 

 

Kemapuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sendiri dituangkan dalam APBD yang 

langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan#sosial masyarakat, 

sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD 

kepada masyarakat berupa laporan keuangan#!sebagai wujud akuntabilitas#!kepada public. 

Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat tapi juga 

dituntut untuk mempertanggungjawabkan#!atas hasil – hasil yang di capainya (Indrawan, 2013). 

Sebagai#implikasinya peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan public dan#pencapaian 

tujuan – tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya#sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik#serta adanya evaluasi 

yang#!berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tersentu. Pengukuran kinerja 

merupakan proses penetapan standar hasil akusisi, program dan permodalan yang dilakukan 

perusahaan/organisasi.  

 

Menurut (Whittaker & Simons, 2000) pengukuran#kinerja iyalah metode penilaian kemajuan yang 

sudah didapatkan#dipadankan dengan tujuan yang sudah#diputuskan. Menurut (Mahmudi, 2010) 

pengertian pengukuran kinerja#!ialah proses evaluasi kemajuan pekerjaan#!pada pencapaian 

tujuan#!dan target yang sudah diputuskan, meliputi informasi mengenai ketepatan pemakaian 

sumber daya dan penghasilan mutu barang/jasa, serta kesetaraan#!antara kinerja#!dengan sasaran 

juga keefektifan tindakan dalam menggapai tujuan. 

 

Perkembangan dan#pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh kemampuan suatu daerah dalam 

meningkatkan PAD. Ketergantungan#fiscal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan 

semakin kecil jika kontribusi PAD semakin besar#terhadap anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) yang ditandai dengan#!tingkat kemandirian dari daerah tersebut dimana#!asas 

kemandirian merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan yang baik. PAD merupakan sumber 

keuangan#yang memberikan dampak yang lebih baik disbandingkan dengan sumber 

keuangan#yang berasal dari luar PAD. 

 

Salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik 

ditingkat#provinsi, kota dan kabupaten#adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) yang bersumber dari dana perimbangan. DAU sebagai salah satu sumber 

penerimaan dalam APBD turut memberikan kontribusi terhadap pengelolaan#anggaran di daerah, 
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oleh karena itu pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. DAU melalui penerapan formula dengan 

mempertimbangkan#kebutuhan dan potensi daerah 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini termasuk dalam explanatory research yang berarti sebuahpenelitian yang 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menguji hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak 

hipotesis hasil penelitian yang sudah ada Pada Penelitian ini, penulis hanya menggunakan sumber 

data internal karena semua data diperoleh dari BPKD Kabupaten Lumajang yang menjadi objek 

penelitian penulis. Dimana sumber data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten lumajang tahun 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dimana data bersumber dari data asli yang sudah ada dan peneliti hanya 

mengelola data yang sudah ada untuk mendapatkan hasil dari variable yang terkait dengan 

keuangan 

 

Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Penelit ian 

ini merupakan penelitian populasi dimana obyek yang diamati berupa benda mati dan sifat-sifat 

yang ada dalam obyek tersebut dapat diukur atau diamati. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pregresi berganda dengan variabel bebas adalah Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel terikatnya dalah Kinerja 

Keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 

Tabel 1. Deskriptif statistik 

Variab

el Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

DAU 7065618

09 

278949796

08 

93884737

00 

75267820

44 

DAK 7876637

00 

289098465

50 

91527626

52 

75516451

02 

 PAD 1009990

00 

278723725

00 

10890796

093 

87556378

30 

KK 0.7722 0.9954 0.9194 0.0508 

Sumber : Data diolah, 2020 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diartikan bahwa: variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai 

minimum sebesar 706,561,809.26 yang dimiliki oleh Dinas Perikanan tahun 2019, nilai maksimum 

pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 27,894,979,608 yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan pada tahun 2019. Nilai Dana Alokasi Umum (DAU) pada kurun waktu 2016–

2019 menunjukkan nilai rata - rata sebesar 9,388,473,700.91 dengan standar deviasi sebesar 

7,526,782,044.43 yang berarti bahwa data pada nilai Kinerja Keuangan memiliki sebaran data 

yang kecil karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata – rata. 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah sebesar 787663700.00 dimilikioleh Dinas Perikananpada tahun 2019. Sedangkan nilai 

maksimumnya adalah sebesar 28909846550.00 yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan pada tahun 

2019. Nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016-2019 memiliki rata-rata 9,152,762,652.08 

dengan standar deviasi sebesar 8,755,637,830.43 yang berarti variabel ini memiliki sebaran data 
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yang kecil karna standar deviasinya lebih kecil dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi 

dari sebaran data. 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai minimum pada Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 1,009,990,000.00 yang dimiliki oleh Dinas Pertanian tahun 2017. Sedangkan nilai 

maksimum pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27,872,372,500.00 yang dimiliki oleh 

Dinas Pendidikan. pada tahun 2016. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelit ian dalam 

kurun waktu 2016-2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,890,796,093.47 dengan nilai 

standar deviasi sebesar 8,755,637,830.43 yang berarti bahwa data pada Dana ALokasi Umum 

memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.  

 

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebuah rasio yang dapat diukur dengan efisiensi 

penyerapan pendapatan daerah. nilai minimum pada Kinerja Keuangan sebesar 0,7722 yang 

dimiliki oleh Dinas Pertanian pada tahun 2017. Sedangkan nilai maksimum pada Kinerja 

Keuangan sebesar 0,99954 yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2018. Kinerja 

Keuangan pada penelitian dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,9194 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0508 yang berarti bahwa data pada Kepemilikan 

saham memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Lumajang adalah 

92% dengan fluktuasi sebaran data Kepemilikan saham asing dari nilai rata-ratanya sebesar 0.05% 

 

Analisis Regresi Berganda  

 

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda. 

Variabel bebas Koefisien Regresi 

Konstanta 1.103 

Dana Alokasi Umum 0.060 

Dana Alokasi Khusus 0.041 

Pendapatan Asli Daerah 0.026 

Sumber : Data diolah, 2021. 

 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Dana Alaokasi 

Umum (x1), Dana ALokasi Khusus (x2) Pendapatan Asli Daerah (x3), terhadap Kinerja Keuangan 

(Y). Dari hasil analisis regresi linier berganda tersebut, dapat disusun dalam bentuk persamaan 

regresi sebagai berikut: Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Konstanta sebesar 1.103; artinya jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan 

Pendapatan Asli Daerah nilainya adalah 0, maka rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lumajang adalah sebesar  bernlai sebesar 1.103. 

b) Koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.060; artinya jika variabel 

independent lain nilainya tetap dan nilai Dana Alokasi Umum bertanda positif, bila Dana 

Alokasi Umum meningkat satu satuan maka Kinerja keungan akan mengalami kenaikan 

sebesar 0.060 atau sebesar 5.8%. 

c) Koefisien variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0.041; artinya jika variabel independent lain 

nilainya tetap dan nilai Dana Alokasi Khusus bertanda positif, bila Dana Alokasi Khusus 

meningkat satu satuan maka Kinerja Keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.041 atau 

sebesar 8.3% ; 

d) Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.026; artinya jika variabel independent 

lain nilainya tetap dan nilai Pendapatan Asli Daerah bertanda positif, bila Pendapatan Asli 

Daerah meningkat satu satuan maka Kinerja keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0.026 

atau sebesar 5%; 

 

Koefisien Determinasi 
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Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – 

variabel bebas terhadap variabel terikiat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai 

Adjusted R Square 

 

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.835
a
 0.698 0.670 0.0324929 

Sumber: Data diolah, 2020 

 

Hasil perhitungan regresi pada tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) yang diperoleh adalah sebesar 0,698. hal ini berarti sebesar 69,8% Kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten lumajang dipengaruhi oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sebesar 30,2 % Kinerja Keuangan 

pemerintah daerah kabupaten lumajang dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Variabel Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah 

kabupaten lumajang 2016-2019 

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikasi sebesar 0.000 < 0.05 dengan thitung sebesar 

1.629 maka hipotesis penelitian diterima dan variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Lumajang Hal ini 

menunjukkan bahwa  penelitian ini mampu membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan 

“Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Lumajang”. 

 

Dana Alokasi Umum adalah dana yang digunakan untuk pemerataan pembangunan pada daerah 

yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan daerah dan juga kreativitas pemerintahan daerah. 

Dengan begitu pemerintah daerah yang lebih tahu akan potensi daerahnya akan lebih mengerti 

dalam pengalokasian DAU sehingga pemerataan pembangunan dapat terjalin dengan lebih baik. 

Potensi daerah yang dapat dikembangkan dapat dengan mudah tersentuh dalam hal 

pembangunannya sehingga hal ini membantu daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

keuangan daerah 

.  

Berdasarkan data penelitian, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja 

keuangan daerah. Ini dikarenakan pemerintah daerah mengerti apa-apa saja potensi daerah 

sehingga dapat melakukan pembangunannya secara efektif dan efisien. Pengalokasian DAU yang 

sesuai kreativitas pemerintah daerah tentu saja sangat bergantung pada metode yang dilakukan 

pemerintah. Daerah. Jika kreativitas pemerintah daerah tepat sasaran dalam mengalokasikan Dana 

Alokasi Umum makan tentu saja Kinerja Keuangan pemerintah daerah tersebut akan turut 

meningkat, begitu juga sebaliknya Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priyono (2020) 

yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan. Priyono (2020) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan 

karena pembangungan yang merata akan membuat performa setiap wilayah pada daerah tersebut 

dapat bekerja dan memiliki performa yang baik juga secara merat sehingga kinerja keuangan 

pemerintah daerah juga ikut meningkat. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pemerintah 

daerah kabupaten lumajang 2016-2019 

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikasi sebesar 0.014 > 0.05 dengan 

thitung sebesar 1.931 maka hipotesis penelitian diterima dan dinyatakan variabel Dana Alokasi 

Khusus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadapKinerja Keuangan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa penelitian ini belum mampu membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan 

“Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah  

Kabupaten  Lumajang”. 

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah 

dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. Besaran Dana alokasi khusus akan bergantung pada prioritas 

pemerintah pusat, maka dari itu besaran Dana Alokasi Khusus pada setiap dinas pemerintahan di 

Kabupaten lumajang juga sangat berbeda karna mengikuti kebijakan dan juga tujuan urgensi 

secara nasional. 

Berdasarkan data penelitian yang ada, semakin besar Dana Alokasi Khususakan membuat Kinerja 

Keuangan juga ikut meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya arahan 

jelas dari pemerintah pusat dalam pengalokasian pada pos keuangan yang strategis sehingga 

performa keuangan akan semakin baik. Adanya pengawasan yang ketat karna mengikuti prioritas 

nasional juga menjadi salah satu faktor yang mendorong naiknya kinerja keuangan pemerintah 

daerah. 

Secara kolektif, sampel yang memiliki Dana Alokasi Khusus yang lebih besar cenderung memiliki 

kinerja keuangan yang lebih baik. Berdasarkan data penelitian Dinas Kesehatan selama 3 periode 

penelitian memiliki rata-rata DAK sebesar Rp 15 miliar sedangkan Dinas Perikanan Hanya 

memilikiDAK sebesar Rp 1 miliar. Begitu juga dengan kinerja keuangannya, Dinas kesehatan 

memiliki rata-rata kinerja keuangan 7% lebih besar daripada Dinas Perikanan, hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang dapat dialokasikan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah daerah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian miliki (Nanda, 2017), (Ikhwani, 2019), (Yunus, 

2020), (Triska, 2020) dan (Machmud, 2018) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah 

kabupaten lumajang 2016-2019 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) asing memiliki nilai signifikasi sebesar 0.014 < 0.05 

dengan thitung sebesar 3.764 maka hipotesis penelitian diterima karena variabel Pendapatan Asli 

Daerah (PAD)berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian ini mampu membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  

Lumajang”. 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu 

daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dengan begitu besaran 

penerimaan PAD akan sangat bergantung pada faktor-faktor utama seperti potensi daerah, 

kekayaan alam, kualitas SDM, dsb. Semakin tinggi potensi daerah tersebut diikuti oleh kegiatan 

pemanfaatan petensi yang baik maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin meningkat.  

 

Besarnya Pendapatan Asli Daerah juga akan membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas 

nya  dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Semakin besar dana yang bisa digunakan 

oleh pemerintah semakin banyak pula keberhasilan yang dapat dicapai oleh pemerintahan dalam 

menyelenggarakan daerahnya. Berdasarkan data penelitian, Dinas Kesehatan yang memiliki 

Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebi besar dari Dinas Perikanan membuktikan bahwa PAD 

yang lebih besar dapat menentukan performa kinerja keuangan dibuktikan dengan kinerja 

keuangan Dinas Kesehatan selama 3 tahun periode penelitian memiliki rata-rata kinerja keuangan 

sebesar 96%, lebih tinggi 7% dari dinas perikanan, dan lebih tinggi 13% dari Dinas Pertanian.  
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Hasil penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nanda, 2017), (Ikhwani, 

2019), (Yunus, 2020), (Triska, 2020) dan (Machmud, 2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan 

Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja keuangan  
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